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DENPASAR - Setelah dua bulan lebih menjalani penahanan,
mantan Selaetaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasa4 I
Gusti Rai Sut4 segera duduk di kusi pesakitan. Ini menyusril
pelimpahan berkas dari l(ejari Denpasar ke PN Denpasar.

Pelimpahan dilalcukan Selasa (2/5) siang oleh jaksa bagian
Pidana lGrusus (Kasipidsus) Kejari Denpasar. Kasipidsus Kejari
Denpasa4 Tri Syahru \Mra Kosadha mengulgkapkan setelah
berkas dilimpahkan ke pengadilan, pihalmya tinggal menung-
gu jadwal sidang. "Berkas sudah lengkap dan kami siap sidang.

Tinggal tLrnggu jadwal sidang," ujar Syahru Wira.
Yang menarik, Syahru lungsung turun tangan sebagai Jaksa

Penuntutumum (IPU) datam persidangannanti. Syahru akan
didampingi jaksa SaucaArimbaw4 Dewa lanangArya Raharja
Dewa Narapati" dan Putu Gede Suriawan. Di dalam persidangan
nanti jaksa akan membuktikan dugaa:r korupsi dana perjalanan

dinas (perdin) anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Sebagai

Sekwan, Rai Suta dianggap paling bertanggung jawab dalam
kasus ini. "Untrn tim jaksa kami juga sudah siapj' tegas Syahru.

Selain Rai Suta jaksa sudah menyeret mantan Kabag Risalah

Selcetariat DPRD Kota Denpasar IG Made Patra. Patra yang
menjabat sebagai PejabatPelaksana Telcris Kegiatan (PPTK) da-
lam perdin 2013, menjadi pintu masukjaksa menyeretRai Suta.

Daiampersidangan Paha dihukum pidanapenjara satutahun
dan denda Rp 50 juta. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 2,2

miliar. Kerugiari tersebut akhimya ditanggung semua pihak
terlibatperdin, takterkecuali anggota DPRDDenpasar (san/dot)
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PemprovTerancam Dapat Rapor Merah
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ll naiTemuanBPK ffi;ffl"Tmj2ii^ldfi iil?lil;l*ffliTlT,lf,ill'.i;
li onrvpesnn-PemprovBaliter- iikumpultan Wagub Kerut Su- administrasi. Dia berharap ada

| **rnkehilanganpredikatWajar dikerti, di Kantor Inspektorat pembenahan secara sisterpatis,

ll ranpa Pengecualiaan (WTP) provinsiBali.Sudfllertameminta sehingga bisa dipertanggung-
li va"e didapat selama tiga tahun oara peiabat tinggi itu meninda- jawaban kedepannya. Oi&eui-
I lmt*"t-nrruL Predikat WTP itu iOanlutinasitpemeriksaanBPK. kan, yang bisa menyelet{ilan
lr bisa lepas lantaran banyaknya "langan sampai lewat batas semua itu tentu masing-masins

I temuanBadanPemeriksaKeuan- waktuyangtelahditenn-rkan.Jika OPD, jika tidak bergerak maki
ll g* (BPK) Republikhrdonesia. tiaat, hata akan berpengaruh catatan tesebut tidak akan bisa
l] Informasi yang didapat koran pada dampak hukum nantinya. terselesaikan. "fadi sava rninta
I ini, di antara temuan tersebut kita harus bisa mempertah- kepada seluruh pimpinan OpO
ll adalah lambannya kinerja OPD ankan WTP yang telah diraih harus segera meninaaruaJiuti
11 t"nu temuan administrasi lairm- selama inij' ujar Sudikerta. BPK nyai'tandas potitisi Golkar ftu.
ll Vu. Bahkan, kabamya BPK sudah memberi waktu 60 hari setelah Waming juga disampaikarl Inr-
ll memberikan alarm pada Pem- hasil pemeriksaan BPK, temuan pekurProvinsi Bali, KenrtTerlene.
ll prov Bali untuk menyelesaikan tersebur waiib ditindaklanluti. Dikatakan, jika catatan-cathta"n

ll temuan yang ada. Jika tidak, temuanhasilpemeriksaanBdKnt

I i *uku hal tersebut akan berimbas unnrk mendapar pertratlan rfras-
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Jangan sampailewat

batas waktu yang telah
ditentukan. Jika tidak,

maka akan berpengaruh
pada dampak hukum
nantinya. Kita harus

bisa mempertahankan
WTP yang telah diraih

selama ini,"
Ketut Sudikerta,Wogub Boli

ing-masing OPD yang mendapa-
tkan catatan dari BPK. Menurut-
nya, catatan-catatan tersebut akan
berpengaruh pada penilaian WTP
bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Dia mbminta catatan tersebut
harus mendapat perhatian khusus
karena merupakan nilai komulatif
untuk meraih \Ml-P. "Tentu akan
ada monitoring untuk penyelesa-
iancatatan-catatan tersebut;' tegas
mantan Karo Humas itu.

Kepada awak media Teneng
merryebut banturan parpol menjadi
temuan BPK merupakan masalah
administrasi parpol. Ini karena
ada parpol yang sudah melakrkan
pergantian pengurus tapi pengurus
baru belum merampungkan lapo-
ran pertanggung janaban (LPf).

Bantuan parpol 60 persen dari
dana digunakan untt* kegiatan
pengkaderan" serta,t0persenunn:k
operasional hans dipenuhi

Pepprov Bali akan menyer-
ahkan hasil temuan tersebut
ke BPK apakah bisa dinyatakan
sudah tuntas dan selesai. "Tetapi
kalau sampai tidak ada kemajuan
selama setahun maka ditegur
ulang kembali dan akan mem-
pengaruhi penilaian BPK kepada
Pemprov Balij' terangnya.

Di sisi lain, Kepala Kesatuan
Bangsa dan Politik Pemprov
Bali, Jaya Suartama mengatakan
bahwa memang ada dua parpol
yang belum menyelesaikan LPf.
Dua parpol tersebut adalah PDIP
dan Hanura Keduanya diketahui

adninistrasinya belum lengkap
daftar pelatihan belum ad4 noru-
Iernihasil rapat, tanda tangan dan
daftu tladir. "Sudah saya lapor
kepda faklVagub dan Inspeknu,
dua ra(ai yang belum menyele-
saikn PDIP sama Flanura/' terang
Suartama.

Dihtatan, saat ini Partai Hanura
suddr mbngerjakan dan sudah di-
fasiliasi oleh Kesbangrol Pemprov
Bali.Pihaknya juga terus mengin-
gatkn sqal LPJ bantuan parpol ini.
"Curra plPyang belum menger-
jaka apppun, langkah sudah kita
sikali sdmua. Masa kami harus
mergeriirkan LPf, uangnya sudah
menka yang gunakani' sentilnya.
Moyitapi temqan Qf,K terse-

but,DPRD Bali merrfinta Gu-

I

bernur dan {agub Bali berl
tindak tegas. pewan menil4i
pelaksanaan kftiatan OpD yang
rea.lisasi keuangannya di bawah
ambang batas {oleransi B0 pers-
en, dari rencanfr anggaran, "Hal
itu menunjukalr bahwa peren-
canaan yang lfurang teliti dan
berhati hatij'k4ta Ketua pansus
LKPD DPRD BAh, RR AAI AIANA-
na, dikonfirma$ terpisah.

Bahkan, lanjuf Ardhana, seka-
lipun realisasil fisiknya sudah
100 persen ak{n tetapi belum
tentu mencap4i sasaran target
yang ditetapkad RpIMD provin-
si Bali. Pelaks{naan program
unggulan Balif Mandara pun
dianggap belum maksimal dan
terindikasi banyak kegiatan
yang pelaksarlaannya meny-
impang dari petencanaan awal.

Dewan merekofnendasikan agar
gubemur segera pemerintahkan
pengawas interhal unnrk men-
gadakan pemerlksaan, sehingga
lebih awal dikeahui penyebabnya
Dengan demikian dapat sesegera
mungkin mencarikan solusinya.
"langan sampai lnenjadi temuan
bagi pemeriksa leksternal, yang
hasilnya akan b{pengaruh terh-
adap WTP yangltelah diperoleh
selama tiga tahun secara ber-
tFrut-turut," tukas politisi pDI
Perjuangan inr. ($anldo|
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Masalah pengelolaan di sejumlah
perusahaan daerah Bali

Partai Hanura dan PDIP belum membuat LPJ,
sementara dana sudah habis digunaLan.
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Berkas Kasus Pungli
Mandek di Polisi

,*a'

TABANAN = Selain terjadi pergese(n pasal dan UU yang
dikenakan, perkara pungutan liar (pqngli) di Tabanan juga
masih jalan ditempat Sudah sebulan lebih sejakdikembalikan
jaksa pada 23 Maret lalu, hingga kini be$as itu malah mandek
di penyrdikkepolisian. Kepala SekiTrndakPidanaUmum (Kasi
Pidum) Kejalsaan Negeri Tabanan I.B{us Putra Gede Agung
dikonfirmasi kemafn(2/5) mengaku delum menerima kem-
bali bertas kasus pungliyang sudah diki:mbalikan ke penyidik
kepolisian. Kasus yang dikembalikan itu adalah terkait pungli
di Pasar Senggollalan Gajah Mad4 Tab4nan dengantersangka
Gede Komang Suryanta alias Mang Rggae; dan kasus pungli
parkir manuver di Pasar Thbanan defigan tersangka Made
Budiarta. "Belum kami terima lagij' kata egung.

Di bagian lain, Wakapolres Thbanan ya4gjuga lGtuaTini Saber
Pungli Tabanan Kompol I€o Mardn l*aribu ketika dikonfir-
masi kemarin tak fnenampikhal tersebu[ Dia mengalcr, masih
dalam proses melengkapi berkas sesuai petunjuk kejalsaan.
Meski demikian, Ieo belumbisa memaetikankapan berkas itu
disetor kembali ke jalsa. "Hinga kaparr (berkas diserahkan ke
kejaksaan) belum bisa saya jawabj' aku IJ€o.

t eo juga mengalcr tidak ada bataswal$u bagi penyidikrmtuk
melengkapi berkas per*ara tersebut Pa{ahal, kasus ini adalah
bagian dari Operasi Tangkap Tangan (Off) yang sudah jelas
pelaku, saksi dan barangbulcinya "Saya tidaktahukapan akan
bisa dibawa ke jaksaj' tutumya.

Sekadar diketahui, dalam pungli di Pasar Senggol Mang Re-
gae adalah pemungut karcis reribusi@agang senggol. Saat
memungut reffibusi, 13 Februari 2017 malam dia ditangkap.
Karena nominalyang dipungut melebihi ketentuan resmiyang
ditennrkan Pemda. Dari tanganrrya juga disita uang senilai Rp
I juta Sedangkankasus pungli tukangparkirdiparkirruuruver
Pasar Thbhnan, Budiarta dicokok 9 Febmari 20lZ karena me-
mungutlebih dari ketentuan. Mestinya mobil hanya dikenakan
Rp 2.0fi), namun dipungutRp 4.000. Mesh demikian, keduanya
tidak ditahan, dan tidak dikenakan menggrurakan Pasal 12
huruf e terkait penyelenggiua negara yang melalo:kan pungli
)"ngancamarmya minimal penjara 4 tahun dan maksimal 20
tahur, melainkan hanya Pasal 368 KUHP tentangpeme[asan
yang ancamannya maksimal 9 tahur. (yor/gup)
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